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ABSTRAK

. Nama : Fatmawati Matdoan
Nim : 0140104008
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa
Suatu Analisis Hukum

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan
komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law). Pasal
27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan
kedudukanya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip demikian idealnya bukan
hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-
undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau
implementasinya. Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke-11 dikenal di
dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggris, dalam Bill of Rights
(1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik —
liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.

Jenis penclitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif
kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran mengenai
suatu fenomena yang menjadi suatu pokok permasalahan yang timbul di lapangan,
sehingga peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Amuk Massa (Suatu Analisis Hukum).

Praduga Tak Bersalah adalah prinsip di mana seseorang harus diduga tidak
bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Prinsip ini sangat penting
dalam demokrasi modern. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, liputan pers bisa
dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah jika harus menilai seseorang
telah terlibat atau bersalah melakukan tindak pidana, meskipun belum dibuktikan

melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen
menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law). Pasal 27 ayat
(1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukanya di
dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu
dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar
tertuang ldi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun

yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.’

Kondisi ketentraman dan rasa aman merupakan suatu kebutuhan mendasar
bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, sebagaimana
yang tertuang dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”,
Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan
dinamika kehidupan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi
merupakan prioritas utama, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum

yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat

! Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Cet.3. Sinar Grafia,
Jakarta.2014) him.1-2



untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kedudukan hukum selalu memiliki
peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai
tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya
ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat,
dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang

teratur dalam kehidupannya,

Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-
wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu
kejahatan. Praktik‘penegakan hukum seringkali di wamai dengan hal-hal yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap
tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan,
pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan
| diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak
mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan
tidak terpenuhi hak-hak lain-nya .> Padahal orang yang melakukan suatu tindak
pidana dinamakan penjahat (criminal) merupakan objek kriminologi terutama
dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab

berbuat jahat.

Tindak pidana kekerasan merupakan suatu problema yang senantiasa
muncul ditengah-tengah masyarakat, masalah tersebut muncul dan berkembang

serta membawa akibat tersendiri yang berkepanjangan, perilaku kekerasan

? Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Cet.3. Sinar Grafia,
Jakarta.2014) hlm.1-2




semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman
hidup dimasyarakat, tentunya apabila hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematik
untuk mencegahnya maka tidak mustahil akan menimbulkan kerugian nyata bagi

setiap elemen masyarakat.

Adanya tindak pidana kekerasan dalam masyarakat yang disebabkan karena
suatu permasalahan kecil seperti adanya seseorang yang melakukan pencurian,
maupun pencopetan dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan
meninggal dunia merupakan cermin hippermoralitas yang terjadi dimasyarakat.
Hippermoralitas merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota
masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk, hal
tersebutlah yang membuat masyarakat melakukan kekerasan pada seseorang yang
dirasa sebagai bentuk tindakan yang benar dan harus dilakukan tapi justru hal
tersebutlah yang sudah melanggar aturan hukum, hal ini juga membuktikan
bahwa masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan nilai dan norma,
sikap hippermoralitas tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat

yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan.

Salah satu bentuk fenomena sosial berkaitan dengan adanya tindakan amuk
massa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat telah terjadi di Dusun
Kelapa Dua, Kecamatan Kairatu, adapun kronologis tindak pidana tersebut

sebagai berikut :

Peristiwa amuk massa bermula dari korban seorang warga Dusun

Kelapa Dua, Kecamatan Kairatu yang tidak sengaja melewati Jalan Dusun




Pakarena Dan Seketika Korban dianiaya oleh warga Dusun pakarena Kecamatan
Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang melakukan pengeroyokan schingga
melukai seorang warga Dusun kelapa Dua dan bahkan Merusakan Motor milik
Korban tersebut. yang disebabkan oleh adanya permasalahan-permasalahan kecil
yang terjédi di Dusun Kelapa Dua dan Dusun Pakarena Yang tidak bisa di
selesaikan secara Kekeluargaan Yang kemudian menimbulkan Rasa Dendam
Yang memicu Emosi warga Dusun Pakarena Sehingga Melakukan Tindak Pdana

Kekerasan dan Main Hakim sendiri Terhadap Korban.

Berkaitan dengan Masalah tersebut, maka diketahui bahwa pelaku telah
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1)

dan Ayat (2) KUHP yang menentukan :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Yang bersalah &iancam:

a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan
sengaja menghancurkan barang atau Jika  kekerasan  yang
digunakan mengakibatkan luka-luka.

b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan

mengakibatkan luka berat,




c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan

mengakibatkan kematian.’®

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka ruang Lingkup perlindungan
hukum terhadap korban amuk massa dalam penelitian ini akan mengkaji
kebijakan apakah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani
munculnya amuk massa yang terjadi di masyarakat, dan apakah korban mendapat
ganti kerugian dalam bentuk restitusi atau kompensasi yang merupakan hak
setiap korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi

terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan penulisan di atas, maka penulis
mencoba untuk menguraikan dan menuliskan proposal skripsi dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa (Suatau Analisis

Hukum)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagimana perlindungan hukum terhadap korban amuk massa?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana akibat amuk massa?
C. Pengertian Judul
Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang pembahasan skripsi ini

terlebih dahulu akan di kemukakan pengertian beberapa kata yang terdapat dalam

? Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, ( cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013) him. 203.



skripsi ini. Dengan demikian, di harapkan dapat memberi gambaran tentang apa
yang akan di uraikan pada pembahasan selanjutnya.

Secara etimologi Hukum Hukum banyak sekali seginya dan luas
sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan
masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat
dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus.
Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan
terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa
kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan
kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan
tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih
dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh kama itu hukum
pada hakekatnya bersifat abstrak,

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan
rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai
ancaman dari pihak manapun.’ Hal penting dalam negara hukum adalah adanya

- penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan

* Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, Him. 12.
* Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74




semua warga negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan (Equality
Before of law). Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 Menegaskan:

“segala warga negara bersamaan kedududkanya didalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualian.®
Berbicara mengenai korban pada awalnya tentu korban oran 2 perorangan

atau individu. Pandangan begini tidak salah karena untuk kejahatan tidak lazim
terjadi di masyarakat memang demikianya. Misalnya pembunuhan, penganiyaan,
pencurian, dan sebagainya.’ Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan,
intuisi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini yaitu
meliputi Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat
penderitaan baik jiwa , fisik, materil, maupun non materil dan lain-lain
sebagaimana mestinya.®
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penulisan
Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui Bagimana perlindumgan hukum terhadap korban
amuk massa.
b. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian tindak pidana akibat amuk
massa?

2. Manfaat Penelitian

d Bambang waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi (Cet.Pertzma. Sinar
Grafika, Jakarta, 2011). H. 1

7 Tibid.

®1bid, H. 12




Adapun manfaat penelitian adalah:

a. Bagi ilmu hukum, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbaﬂgan dalam mengevaluasi proses perlindungan hukum terhadap
korban amuk massa.

b. Bagi peneliti, diharapkan dengan penelitian ini bisa menambah wawasan
peneliti tentang bagaimana yang di harapakan.

C. Bagi masyarakat, secara umum supaya mengerti bagaimana perlindungan
hukum terhadap korban amuk massa.

d. Bagi mahasiswa, diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat dalam
mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang di
teliti dan dapat di aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

E. Garis-Garis Besar Skripsi

Penelitian yang penulis tuangkan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari
lima Bab, dengan garis-garis isi skripsi sebagai berikut:

Bab pertama tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan
masalah, pengertian judul, tinjaun pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, garis-
garis besar skripsi.

Bab Dua tinjauan teoritis perlindungan hukum terhadap korban amuk
massa melalui pengertian hukum, pengertian perlindungan hukum, dan
perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.

Bab Tiga metodologi penelitian meliputi, Jenis Penelitian, Teknik
Pengumpulan Data, Tempat Dan Waktu Penelitian, Populasi Dan Sampel, Tujuan

Dan Mamfaat Penelitian.



Bab Empat yaitu hasil dan pembahasan perlindungan hukum terhadap
korban amuk massa (suatu analisis hukum dalam kasus di polsek kairatu) meliputi
Bagaimana korban amuk massa dalam hukum pidana dan Bagaimanakah
perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.

Bab Lima ( PENUTUP) kesimpulan dan saran
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yang

bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran mengenai suatu fenomena

yang menjadi suatu pokok permasalahan yang timbul di lapangan, schingga peneliti

berusaha untuk mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Amuk Massa (Suatu Analisis Hukum),

B. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
1. Teknik Pengelolahan Data

Data yang digunakan adalah literatur yang telah diakui kualitasnya dan untuk

memperoleh data tersebut akan di gunakan dua teknik kutipan yaitu: |

|
a. Reduksi data merupakan langkah penyelesaian data dari lapan(lgan agar yang
diperoleh sesuai dengan substansi penelitian yakni dapat cliperoleh dari
polsek Kairatu baik data dokumentasi, observasi, wawancara yang berkaitan

dengan proses perlindungan hukum terhadap korban amuk massa.

b. Display Data - :

Display data merupakan penyederhanaan data yang komplek kei dalam narasi

yang pendek sesuai dengan ceritraan dan klasifikasi data berdasarkan

permasalahaan yang ada, sehingga dapat dipahami analisis datal.
[
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_ 2. Teknik Analisis Data
Untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan yang

diteliti. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan
mengaktualisasikan atau memfokuskan data yang di peroleh kemudian|data tersebut
dianalisis sesuai dengan gejala-gejala dari obyek-obyek yang diteliti, maka
mekanisme dalam analisis meliputi 3 tahap:
a. Metode induktif penulisan menganalisis data bertolak dari data yang sifatnya
khusus, kemudian penulis mencoba untuk mengkaji data-data tersebut dengan
menarik kesimpulan secara umum.,

b. Metode deduktif yaitu penulisan analisis déta bertolak dari data |yang bersifat
umum, kemudian penulis dapat mengkaji data-data tersebut dengan menarik
kesimpulan secara khusus.

¢. Komparatif yaitu metode analisis data yang bersifat membandingkan antara satu

dengan yang lain, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain.
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1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata

lain perlindungan

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

aparat penegak hukum untuk memberikan rasa afnan, baik secara

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai adcaman dari pihak

manapun.

. Praduga Tak Bersalah adalah prinsip di mana seseqrang harus diduga

tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalaf, dan dimana Hak

seseorang tersangka tersebut tidak dianggap bersalah

sampai ada putusan

pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah).

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Und:

Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48

ing-Undang Hukum

Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pada UU

Kehakiman, asas praduga tak bersalah tertuang pada Basal 8 ayat (1)

1. Sebagai negara hukum Optimalisasi Undang-Undang

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga

No. 13 Tahun 2006

baik saksi maupun




korban akibat darj suatu tindak pidana mendapatkan per

Yang semaksima] mungkin. Perly tersedianya sarana dan

memberikan perlindungan  hykum terhadap korban
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findungan hukum
prasarana dalam

tindak pidana




